KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NOMOR : \» /KPA.W11-A5/SK.PW1.1/1/2025

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub
dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama
mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Sekretaris, Panitera, dan Juru Sita di
daerah hukumnya;

b. Bahwa untuk kelancaran pengawasan dan evaluasi atas
hasil pengawasan tersebut, maka perlu dibagi dalam
bidang-bidang pengawasan administrasi;

c. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam daftar
Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan
cakap melaksanakan tugas dimaksud;

d. Bahwa dengan adanya perubahan jumlah personil Hakim
maka perlu dilakukan reviu Penunjukan Hakim Pengawas
Bidang pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, ¢ dan d
diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu surat
keputusan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/1/1991;

S.Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/004/SK/III/ 1992;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

6. Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/005/SK/III/ 1994;
7.Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/006/SK/I/1994;
8.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006;
9.Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI  Nomor
KMA/096/SK/X/2006.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA.

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Banjarnegara Kelas IA Nomor : 417/KPA.W11-
AS5/SK.PW1.1/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama
Banjarnegara Kelas IA;

Menunjuk Hakim yang namanya tersebut dalam Lampiran
Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada
Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;

Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab
dan melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas [A melalui
Koordinator Hakim Pengawas Bidang setiap 3 (tiga) bulan
sekali;

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal :02 Januari 2025

Ketua
Pengadilan Agama Banjarnegara,

r\



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Nomor iz /KPA.W11-A5/SK.PW1.1/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

NAMA, NIP, JABATAN DALAM
NO URAIAN AWAB
GOLONGAN/RUANG PENGAWASAN TUQAD DAN TARGORING
1 2 3 4
Supriyanto, S.Ag., M.S.I. v" Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama
1 | NIP. 19740607.199803.1.002 | Koordinator Pengawas Banjarnegara secara periodik atau insidentil (sekurang -
Wakil Ketua kurangnya tiap tiga bulan sekali)
v" Program kerja.
v :
Drs. H. Sasmiruddin, M.H. 7 ielaks‘jnaangp encapalb?n R
2 [ NIP. 19621010.199203.1.008 | Managemen Peradilan RS e e
Hakim Utama Muda (IV/d) v" Kendala dan hambatan.
v'  Faktor-faktor yang mendukung.
v Evaluasi kegiatan.
v" Prosedur penerimaan perkara.
v" Prosedur penerimaan permohonan banding.
Drs. H M. Mursyid : 5 . | ¥ Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
P Bid Ad tr .
3 | NIP. 19660117.199103.1.001 P::f:r‘:las WRSRIGRTENEEE | g Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
Hakim Utama Muda (IV/d) v" Keuangan perkara.
v"  Pemberkasan perkara dan kearsipan.
v" Pelaporan.
" v Si i kara d jelis hakim.
o Pengawas Bidang Administrasi | | o520 P e P e e o perara
4 |NIP. 19660411.199303.1.004 | Persidangan dan Pelaksanaan |, °" ftasi perkarap i » ‘
Hakim Utama Muda (IV/d Pu '
o R () waggn v'  Pelaksanaan putusan (eksekusi).




Drs. H. Salim, S.H., M.H..
NIP. 19651004.199403.1.004
Hakim Utama Muda (IV/d)

Pengawas Bidang Manajemen
Pengaduan Dan Kinerja
Pelayanan Publik

LR KNSR

b R

Pengelolaan manajemen.

Mekanisme pengawasan.

Kepemimpinan.

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.
Pemeliharaan/perawatan inventaris.

Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan
kerapihan.

Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

Tingkat pengaduan masyarakat.

Dra. Hidayaturohmah, M.H.
NIP.19680202.199303.2.002
Hakim Utama Muda (IV/d)

Pengawas Bidang Administrasi
Kesekretariatan

<K EKAK

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.
Keuangan.

Inventaris.

Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
Perencanaan, TI (Website) dan Pelaporan.

Ketua
Pengadilan Agama Banjarnegara,

MIR\




